KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

J\. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile, (021) 7392786

Nomor ‘PW.0103-Sj/249.1 Jakarta,28 Februari 2018
Sifat . perlu Perhatian Khusus

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal . Pelaporan LHKPN Melalui Aplikasi e-LHKPN

Kepada Yth.

1. Para Direktur Jenderal;
2. Para Kepala Badan;
3. Inspektur Jenderal;
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di -
Tempat

Sehubungan dengan peluncuran Aplikasi e-LHKPN oleh Bapak Presiden pada tanggal 11
Desember 2017 yang menandakan penggunaan aplikasi ini secara penuh mulai 1 Januari
2018, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 Perihal Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN dan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor: SE-
08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN Setelah
Diberlakukannya Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 perihal Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, terdapat 3 (tiga) hal pokok yang berubah
dalam hal tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, yaitu:

a. Waktu penyampaian LHKPN

b. Tata cara pendaftaran

¢. Media pengumuman

2. Kewajiban pendaftaran, pelaporan, dan pengumuman LHKPN berdasarkan Peraturan KPK

Nomor 07 Tahun 2016 akan menjadi:

a. Pelaporan LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN yang berbasis web (on/ine) atau
dengan pengiriman file dalam format excel ke KPK, tidak lagl menggunakan Form LHKPN
Model A maupun Model B

b. LHKPN disampaikan pada saat pertama kali menjabat, pada saat berakhirnya masa

jabatan/pensiun, dan pada saat diangkat kembali sebagai Pejabat Negara

. LHKPN disampaikan periodik setahun sekali selambatnya pada 31 Maret tahun berikutnya

d. LHKPN disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pertama kali menjabat atau
pensiun

e. Posisi harta yang dilaporkan yaitu pada saat menjabat pertama kali sampai dengan per
tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, atau sampai dengan saat berakhir menjabat
sebagai Pejabat Negara/pensiun

f. Dokumen pendukung yang dilampirkan hanya yang terkalt kepemilikan harta pada
lembaga keuangan (surat berharga, asuransi, perbankan)

g. LHKPN yang telah diverifikasi akan dimuat pada media pengumuman KPK, media
pengumuman resmi instansi dan/atau surat kabar nasional
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3. KPK meminta partisipas! aktif Unit Pengelola LHKPN untuk dapat memenuhi tahapan implementasi
e-LHKPN secara penuh, antara lain dengan pemutakhiran data Wajib LHKPN dan pendaftaran akun
e-Filing (online) bagi Wajib LHKPN di Instansi.

4, Proses administrasi LHKPN berada di Sekretariat Jenderal (c.q. Biro Kepegawalan, Organisas dan Tata
Laksana) didukung oleh admin-admin LHKPN pada Unit Organisasl/Unit Kerja. Penugasan admin untuk
memberikan dukungan pengelolaan pelaporan LHKPN di tingkat Unit Organisasi, mengingat jumlah -
Wajib LHKPN yang cukup banyak dan perlu otorisasi akses ke aplikasl e-LHKPN yang disediakan oleh

KPK.

5. Terlampir kami sampaikan beberapa informasi yang diperiukan untuk proses pelaksanaan
pelaporan LHKPN format baru di Kementerian PUPR. Mohon kerja sama dan bantuan Bapak/Ibu
untuk dapat menyebarluaskan informasi ini terutama kepada PNS yang termasuk dalam Wajib

LHKPN.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth. :
Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).




Lampiran Surat :
Nomor :PW.0103-5Sj/249.1
Tanggal :28 Februari 2018

A. Alur Pendaftaran dan Pelaporan Akun e-Filling LHKPN

PROSES PENDAFTARAN AKUN E-FILING LHKPN

Fen

. n??!a
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Download : https:/'/elhkpn.kpklgo,id/idown!oad/panduan_pendafataran_akun_efﬂlling.pdf

B. Daftar Wajib LHKPN

PEJABAT WAJIB MELAPORKAN LHKPN
DI KEMENTER! AN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN PUPR NOMOR : 16/ PRT/ M/ 2016

PERMEN PUPR NOMOR : ..../ PRT/ M/ 2018
(dalam proses)

Pejabat Wajib LHKPN terdiri alas:

a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal;
b: Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

¢. Para Kepala Satuan Kerja;

d. Para Pejabat Pembuat Komitmen; dan

e. Para-Bendahara;

f.-Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

g. Para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan

h. Para Auditor.

Pejabat Wajib LHKPN terdiri alas:

a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b. Para Pejabatl Pimpinan Tinggi Madya;

{. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

¢. Para Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan
Kerja:

d. Para Pejabat Pembuat Komitmen;

g. Para Auditor.

e. Para Bendahara; dan

h. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok
Kerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.

Download : httpJ/birohukum,pu.go.id/upfeads/DPU/2016/PERMENPUPR1&2016.pdf




C. Ringkasan

1. Pendaftaran LHKPN melalui Aktivasi e-Filling

a. Pejabat/PNS yang termasuk dalam Wajib
lengkap formulir Aktivasi e-Filling sesuai

email aktif

b. Formulir yang terisi lengkap dan co
sesuai Lampiran D, untuk selanjutnya diproses m

Alur Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN di Kementerian PUPR

LHKPN sesuai Lampiran B, mengisi secara
Lampiran E dengan nomor handphone dan

py KTP dikirimkan kepada Admin Unit Organisasi
elalui sistem e-LHKPN

c. Setelah diproses, Pejabat/PNS yang mengajukan formulir Aktivasi e-Filling akan
menerima email notifikasi dari “Aplikasi e-LHKPN" <statistik@kpk.go.id> yang
berisi USERNAME dan PASSWORD

d. Pejabat/PNS mengaktifkan akun e-

diterima

e. Selanjutnya Pejabat/PNS

a. Dengan USERNAME dan PASSWORD yang

LHKPN dengan klik tautan aktivasi dalam email yang

Wajib LHKPN dapat mengakses aplikasi e-LHKPN di alamat
https:/ /elhkpn.kpk.go.id dengan USERNAME dan PASSWORD yang diterima, dan
melakukan pengisian LHKPN

2. Pengisian LHKPN melalui aplikasi e-Filling LHKPN

LHKPN masuk ke aplikasi e-LHKPN

pilihan jabatan berpedoman sesuai Lampiran B

sebagaimana tersebut pada Lampiran F.4.
d. Setelah terisi lengkap, Wajib LHKPN mengirim/submit hasil pengisian

e. Dalam proses pengiriman/submit,
handphone yang didaftarkan yang
f. Pengisian modul e-Filling yang berhasi

oleh Tim KPK

g. Berkas yang lolos verifikasi akan diu
KPK, sedangkan yang belum lengkap/

Wajib LHKPN untuk dilengkapi/diperbaiki
D. Daftar Admin Unit Kerja Kementerian PUPR

diterima dan diaktivasi, Pejabat/PNS Wajib

b. Mengisi secara mandiri e-Filling sesuai petunjuk dengan benar dan lengkap, dengan

¢. User Manual/petunjuk pengisian e-LHKPN dapat didownload melalui tautan

Wajib LHKPN akan menerima SMS Token di nomor
kemudian digunakan sebagai konfirmasi
| dikirim/submit, akan diverifikasi penerimaannya

mumkan dan diterbitkan tanda terima oleh Tim
tidak sempurna akan diinformasikan kembali ke

PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LHKPN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
’ ADMIN UNIT
NO NAMA / NIP JABATAN / KEDUDUKAN ORGANISASI
1 2 3 4
1| Antonia Setyo Budi Rahayu, Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal
ST., SP., MT. Sekretariat Inspektorat Jenderal
NIP. 196102031992032001
2 | Ariyanto Pengolah Data dan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal
NIP. 197905062014121003 Sekretariat Inspektorat Jenderal
3| Ari Sumadi Nugroho Pengolah Data dan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal
NIP. 197904192014121005 Sekretariat Inspektorat Jenderal
4 | Grahita Dyah Kusumastuti, SE | Analis Ortala, Setditjen Sumber Daya Air | Direktorat Jenderal
NIP. 198212312010122002 Ssumber Daya Air
5 | Dewi Septiani, A.Md Analis Ortala, Setditjen Bina Marga Direktorat Jenderal Bina |
NIP. 199209162014022001 Marga




ADMIN UNIT

NO NAMA / NIP KEDUDUKAN ORGANISASI
1 2 3 4
6 | Rosari Ikawati Naibaho, A.Md | Penelaah Kepegawaian, Setditjen Bina Direktorat Jenderal Bina
NIP. 198902042014022003 Marga Marga
7 | Syarifah Rahmawati, A.Md Penelaah Kepegawaian, Setditjen Bina Direktorat Jenderal Bina
NIP. 199009022014022001 Marga Marga
8 | Cahyono Setiawan, S.AP, M.AP | Kepala Subbagian Pengembangan Direktorat Jenderal Cipta
NIP. 198509052009121001 Pegawai, Setditjen Cipta Karya Karya
9 | Dani Hermansyah, SE Analis Ortala, Setditjen Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta
NIP. 198710092010121001 Karya
10 | Yurisal Deviton Aesong, SH Analis Ortala, Setditjen Penyediaan Direktorat Jenderal
NIP. 198711302014021001 Perumahan Penyediaan Perumahan
11 | Verry Ady Saputra, S.Kom Analis Sistem Informasi Manajemen, Direktorat Jenderal
NIP. 198806282015021001 Setditjen Penyediaan Perumahan Penyediaan Perumahan
12 | Annisa Tasya Azhari, S.Kom Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Bina
NIP. 198508032008012001 Kepegawaian, Setditjen Bina Konstruksi Konstruksi
13 | Kuswara Stiadi, S.Sos Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Direktorat Jenderal Bina
NIP. 196808291991021001 Laksana, Setditjen Bina Konstruksi Konstruksi
14 | Jaffri, S.Kom. M.Si Kepala Subbagian Tata Usaha, Setditjen Direktorat Jenderal
NIP. 196703131998031001 Pembiayaan Perumahan Pembiayaan Perumahan
15 | Mendung Sunarno Penelaah Kepegawaian, Setditjen Direktorat Jenderal
NIP. 197011241992031001 Pembiayaan Perumahan Pembiayaan Perumahan
16 | Rahindro, S.Sos Kepala Subbagian Hukum, Sekretariat Badan Pengembangan
NIP. 198109012008011008 BPIW Infrastruktur Wilayah
17 | Hairul Fajrin Penata Kepegawaian, Sekretariat BPIW Badan Pengembarigan
NIP. 198207112014121004 Infrastruktur Wilayah
18 | Mary Susiani Adam, SH Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Penelitian dan
NIP. 196205231990032001 Kepagawaian, Sekretariat Balitbang Pengembangan
19 | Bambang Ismanto, S.AP Penelaah Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan
NIP. 197107291994031002 Balitbang Pengembangan
20 | Dimas Wisnu, S.Sos, MT. Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Pengembangan
NIP. 198502162009121001 Kepegawaian, Sekretariat BPSDM Sumber Daya Manusia
21 | Dini Rianti, SE Penelaah Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan
NIP. 198010172005022001 BPSDM Sumber Daya Manusia
22 | Dewa Aji Ariwanto, S.S0s, MSE | Kepala Subbagian Seleksi dan Sekretariat Jenderal
NIP, 198102052006041002 Administrasi Jabatan, Biro Kepegawaian
dan Ortala
23 | R. Chaesar Melianto, SE Penelaah Kepegawaian, Biro Sekretariat Jenderal
NIP. 198606042010121010 Kepegawaian dan Ortala
24 | Eukharisto Mandik, ST., MPA. Kepala Subbidang Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal /
NIP. 197802182005021002 Pusdatin Sistem Informasi
25 | Hanung Febrianto, A.Md Pelaksana Subbidang Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal /

NIP. 198902042015031001

Pusdatin

Sistem Informasi




E. Formulir Aktivasi e-Filling

KK

LHDENTITAS P
NIK
NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN

INSTANS!
UNITKERJA
SUB UNIT KERJA
JABATAN
ALAMAT EMAIL
NOMOR HP

NVELEMBOARA NECARA

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

NiP/NRP/NOMOR PEGAWAI

% PEEINIGH UMUM (50

2. Penyelenggara Negara. setanjutnya disebut PN, adalah Pejaba
legislatif, atau yudikatif dan pejabat Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik tainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang beriaku.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah tembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupst yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

c. Aptikasi e-Filing LHKPN adatah istem informasi yang merupakan subhagian dari Aptikasi e-LHKPN yang
digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelangara Negara (LHKPN} secara afline |
melatul jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melatul alomat
elhkpn.kpk.go.id.

d. Username adalah identitas unik merujuk pada NiK yang dimitiki slehsetiap PN yang harus dicantumkan/diinput
datam setiap panggunaan Aptikasie-Filing LHKPN.

e. Password adaiah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanys diketshui oleh PN sertz harus
dicantumkan/diinput oleh PN pads sast menggunakan Aplikasi e-Filinv

i agRm s S ENRO AR APEIRAST 4 FILING FHRDE e

a. PN mengisi dan menandatangani Formulir Permahonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang
dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduhdari situs kpk.go.id dan glhikpa k pk.go.id atau dari Pengelota LHKPN di
lingkungan Instansi tempat PN berdinas.

b. Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
Eortnulic Permohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan
memperoleh Usernanie dan Password yang berbeda.

Bhhken

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVAS!I PENGGUNAAN APLIKAS! e-FILING LHKPN *]
{Diisi oleh Penyelenggara Negara)

t Negara yang menjalankan fungsi eksekulif,

g LHKPN.

Eloi 10

¢. PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif
d. PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk kepertuan aktivasi di sitys e-Filing LHKPN.
H
= e - -
Keterangan *| Penyelenggara Negara Wajibt melampirkan Fatokop KTP ““:::;"”W

}

i i
i i
i i
; i
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7 KETENTUAN PENOGUNAAN APLIRAS! o-FILIN

PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk
elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

Padas sast pertama kali menggunakan Aplikast e-
dengan mengklik tautan ikl

Uniuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:

1] PN wajib memastikan ketepatan pengisian
dengan petunjuk pengisian LHKPN secara anfine,
pengisian data LHKPN oleh PN.

2

3
persangkutan sebagai pemilik Username.

Password akan dicatat oleh database KPK sebagai Data
oleh PN selaku.pemilik Username.

KPK menerima dan mengolah dats LHKPN
PN mengetahui dan menyetuju bahwa:

11 dengan

database KPK.

2] Semua bentuk kerespondensi dan pengiriman

tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperiuan
dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK.
konsekuensi yang timbul atas penghenti

Username bersifat tetap dan tidak dapat
PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.

PN wajib mengarnankan Eassword dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang {ain
b. tidak mencatatkan Fassword pada kertas atau media

d. mengganti Password secara berkala.
Dalam hal PN mengetahui atau menduga Username

memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

GLAKEN

Fiting LHKPN. PN diharuskan melakukan aktivas akun
yang tetah dikirimkan cleh KPK ke aiamat emait yang didaftarkan oleh PN,
Tautan ini akan mengarshikan PN ke halaman Login i Aplikasi e-Filing LHKPN. i
Unituk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan Username dan Password yang telah dikinmkan oleh
KOK melalui atamat email yang telah didaftarkan oleh PN.

Setelah berhasit Login, Aptikasi e- Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Fassward.

dats LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukuny sesual
apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidzklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan
Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembat melakukan pengecekan dan/atau menqubah isian dala
LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol Subrt.

Selanjutnya PN-akan mempercieh Une Time Fasswerd {oTei
didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman | HKPN secara online dan bukli bagi KPK bahwa PN yang

Data LHKPN yang tetan dikirimkan melalui Aplikasi e-

dari BN sesuat dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

menggunakan Aptikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yangantara tain terdiri
atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, kornunikasi emait, disimpan secara etektronik datam

data secara timbal balik melatui alamat email resmi KPK
antara lain di slhkpn@kok.aoid dan atamat 'email PN yang didattarkan dapat dituangkan dalam bentuk
dokumen elektronik mauvpun dokumen tertulis yang memili
i. KPK berhak menghentikan Aptikasi e-Fiting LHKPN untuk cementara wakiu maupun untuk jangka waktu

an sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

Username dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan
diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai kebutuhan

. melakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimian oleh KPK.

dan Fassword telah-diketahui dan/atau disalahgunakan
oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Password. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti Password maka PN wajib

Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aklivitas
elektronik atas penggunaan Username dan Fassword milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN,

mendapatkan informasi dan/atay metakukan aktivitas

KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat

yang akan dikirimkan ke nomor HP yang telah

Fiting LHKPN dengan menggunakan Uisername dan
LHKPN yang telah terotorisast, diketahui dan disetujus

ki kekuatan pernbuklian.

pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain
Untuk ity KPK tidak bertanggung jawab atas segaia

penggunaannya melekat pada PN.

lainaya yang memungkinkan diketshui orang lain.

i 1
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4 BENGHENTIAN AKSES KE APL

1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
a. PN meninggal dunia:
b. PN tidak mengingat informasi Username, Password Gan alamat email yang didattarkan, ;
¢. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Username dan ’
Psssword oleh pihak tain yang tidak berwenang;
d. KPKmelaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang periaku.
e terdapatsebab-sebab {ainnya dikarenakan kendala teknis
9. Untuk melakukan aktivast kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di fingkungan instansi tempat
PN berdinas atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang. |

7 PERNYATARN KPR MENGENA REBITAKAN AKSRS DAN PRIVASE

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan
Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telsh menerima dan
mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian tetah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi
e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan “sebagaimana adanya’,
tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan alas tidak adanya
pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus kemputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain uniuk kepentingsn pengumuman
harta kekayaan kepada publik dengan mempérhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan ltirk! datam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab
atas kebijakan hak pribadi lprivacy policy! atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan Cara apapun atas setiap Kerugian yang dialami oieh PN, baik langsung
maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi
terputus, transmisi tertunda dikarenakan talu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan
sifat publik dari internet dan/atau alasan tainnya.

R s T T s

NIK, nomor HP dan atamat email yang dicambm&an di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikési

e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan
kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melatui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK
NOMOR HP
ALAMAT EMAIL S g

Fus PN

£z 1.0 Halaman 3 darié




: bengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP
dan atamal email sebagairbens tercantum pada Angka B di atas. Berkenaan dengan permonhonan di alas,
rmenyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: :

a. telah mengisi data di atas dengan bensr, lengkap dan tepat dan saya memaharni bahwa KPK berwenang untuk H
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelangkapan dan ketepatan dari sotisp data dan
informasi yang tersebut dalem Formulir ini; v

b. siap untuk melakukan aiktivitas elektranik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajban penyampaian
LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;

¢. menjaminbahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif

d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Userpame, Password, OTP danfatau kode kearnanan elektronik
tainnya seérta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka
kershasiaan tersebut kepada pihak fain;

6. telah mémperoleh informasi yang {ayak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Fiting LHKPN dan saya
telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serts segala akibat penyampaian
{ HKPN secara elekironik melalui gihkpn kpk.goid,

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
. | e
PENYELENGGARA NEGARA,

; KF’%‘(aw Hriis ﬁn«;tcr 2%3{P§§§§¥n§zm

Hataininkdiid Sl

Hasil Verifikasi Permchonan: Petugas Verifikasi,
EE Lengkap Nama
[ ] BetumLengkap  NIP/NRP/NPP
Asal instansi
Tgt Verifikasi

CATATAN:

1. Penyelenggara Negara walib menyimpar satu rangkap fotokep! fremulir 1r sebagar arsip.

2. Unit Pengelola LHKPN yang teiah terbentuk jugs dapat melakukan verifikasi terbadap formulir ing dengan ruang
{ingkup verifikasi:

s kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan &

b Penyelenggara Negars telah g bubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedis;

¢ Peoyelenggara Negara telsh melampirkar, dokumen pendukung farmulir ini.

Apabila selurub hurof a s.d ¢ telah dipenubi miska formulie i dapat dinyataksn lergkap. Diatarm hat hast verifikasi |
menyatskan bahwa formulic pelum lengkap maka Penyelengyara Negara wapib memenubs kekuranglengkapan
sampatl dengan formuiir dinyatakan lengkap

Dalam hal formatir ini telah diverifikast d3n dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar
tnit Fengelota LHKPN terkait mengirimkan formulir asti 1 kepads KFK dan menymparn satu rangksp fotokopi '
formutir sebagai arsip.

s

Edsi 10 Halaman 4 dari 4

Download : https://elhkpn.kpk.go.id//dcwnload/FormuHr_Permohonan_Aktlvasi_Penggunaan_eﬂllng.pdf




F. Tautan/Link Terkait Pelaporan LHKPN

1. Website e-LHKPN KPK : https: / /elhkpn.kpk.go.id/

2. Link download formulir e-Filing :
https:// elhkpn.kpk.go.id// download/ Formulir_Permohonan_Aktivasi_Penggun
aan_efiling.pdf

3. Link download panduan pendaftaran akun e-Filing LHKPN :
https://elhkpn.kpk.go.id// download/panduan _pendafataran_akun__effilling.pdf

4. User manual e-Filing LHKPN, untuk Wajib LHKPN mulai halaman 71 :
https://elhkpn.kpk.go.id/ /download/ UserManuale-lhkpneksternal.pdf

5. Link download Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2016 tentang Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat :
http:/ /birohukum.pu.go.id/ uploads/DPU/2016/ PERMENPUPR16-2016.pdf

G. Nomor Penting
1. Email pengelolaan LHKPN Kementerian PUPR : lhkpn.pupr@gmail.com
2. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN - KPK : 021-25578396 atau email
elhkpn@kpk.go.id.




